MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 90/PUU-XX/2022

Tentang

Ketentuan Sanksi Pidana bagi
Badan Hukum atau Korporasi yang Berkegiatan di Kawasan Hutan

Pemohon . Cahaya dan M. Syarief Usemahu

Jenis Perkara :  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU
11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 18 dan 110B UU 11/2020 terhadap UUD 1945.
Amar Ketetapan : 1. Menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan para
Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 90/PUU-XX/2022 mengenai
pengujian Pasal 18 dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik
kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat
perihal penarikan kembali permohonan Nomor 90/PUU-
XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan
kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Senin, 31 Oktober 2022
Ikhtisar Ketetapan

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak
memilih dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Menurut Pemohon sejatinya
partai politik hanya merupakan kendaraan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden
seharusnya yang menerima manfaat dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil
presiden adalah warga negara Indonesia, termasuk Pemohon.

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguiji
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 18 dan 110B UU 11/2020 terhadap
UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34, Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3)
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan



terhadap permohonan a quo melalui Sidang Panel pada 27 September 2022, Panel Hakim
memeriksa kejelasan permohonan dan memberi nasihat kepada kuasa hukum para
Pemohon untuk memperbaiki permohonan atau menarik permohonan a quo untuk diperbaiki
dan dilengkapi.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud, Mahkamah
telah memperoleh fakta persidangan sebagai berikut:
1. Kuasa hukum para Pemohon juga bertindak sebagai Pemohon;
2. Surat kuasa yang dikirimkan dan diterima Mahkamah belum ditandatangani pemberi
kuasa maupun penerima kuasa;
3. Para Pemohon tidak dapat menjelaskan lebih lanjut tujuan pengajuan permohonan dan
pokok-pokok permohonannya.

Bahwa atas nasihat Panel Hakim, kuasa hukum para Pemohon menyatakan akan
menarik permohonan perkara Nomor 90/PUU-XX/2022. Selanjutnya para Pemohon diberikan
jangka waktu selama 3 (tiga) hari yaitu pada hari Jumat, 30 September 2022, pukul 12.00
WIB untuk menyampaikan permohonan penarikan perkara Nomor 90/PUU-XX/2022 a quo,
jika sampai dengan jangka waktu yang ditentukan para Pemohon tidak menyampaikan surat
permohonan penarikan, maka pernyataan kuasa hukum para Pemohon di dalam persidangan
akan digunakan Mahkamah sebagai dasar permohonan a quo ditarik kembali [vide Risalah
Sidang Perkara Nomor 90/PUU-XX/2022, tanggal 27 September 2022];

Bahwa sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan para Pemohon tidak juga
menyampaikan surat penarikan permohonan terhadap perkara Nomor 90/PUU-XX/2022,
oleh karenanya pernyataan kuasa hukum para Pemohon di dalam persidangan tanggal 27
September 2022 adalah menjadi dasar penarikan permohonan a quo;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau
selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan® dan Pasal 35 ayat (2) UU MK
menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan a quo tidak dapat
diajukan kembali;

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Rapat
Permusyawaratan Hakim pada 25 Oktober 2022 telah berkesimpulan pencabutan atau
penarikan kembali permohonan Nomor 90/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum
dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Oleh karena itu,
Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi
untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam Buku
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas
permohonan kepada para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan
sebagai berikut:
1. Menyatakan mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan Permohonan Nomor 90/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 18 dan
Pasal 110B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali
permohonan Nomor 90/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para
Pemohon.



